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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 162 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2015
TENTANG WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI TEKNIS PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TEKNIS DALAM PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun
2015 telah diatur mengenai waktu penyelesaian rekomendasi
teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

Perangkat Daerah Teknis dalam proses perizinan dan non
perizinan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta
untuk mempercepat proses perizinan dan non perizinan,
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu disempurnakan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian
Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses
Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;



Menetapkan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

26. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang
Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
Teknis Dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2015 TENTANG
WAKTU = PENYELESAIAN REKOMENDASI TEKNIS PADA
SATUAN = KERJA PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH TEKNIS DALAM PROSES PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ditambah
1 (satu) ayat yakni ayat (5) dalam Peraturan Gubernur Nomor
146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi
Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Teknis Dalam Proses Perizinan dan Non
Perizinan (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 62124) sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Batas waktu Berat 1 (B1) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a merupakan waktu yang dibutuhkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis
paling lama 14 (empat belas) hari kerja.



(2) Batas waktu Berat 2 (B2) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b merupakan waktu yang dibutuhkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.

(3) Batas waktu Berat 3 (B3) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ merupakan waktu yang dibutuhkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah Teknis untuk menyelesaikan rekomendasi teknis
paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.

(4) Rincian batas waktu paling lama dalam penyelesaian
rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

(5) Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Teknis tidak mengeluarkan rekomendasi
teknis sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka dianggap
menyetujui  dan memberikan rekomendasi, untuk
selanjutnya BPTSP dapat mengeluarkan izin dan non izin.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
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BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,

re

Y YUHANAH
NIP 196508241994032003
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